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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa DLH telah menjalankan kewenangannya 

dalam pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan dengan baik 

meskipun belum maksimal. Dalam aspek pencegahan, DLH melakukan 

pengawasan dokumen lingkungan dan pemantauan berkala untuk mendeteksi 

potensi pencemaran. Pada aspek penanggulangan, dilakukan inspeksi mendadak, 

pengambilan sampel air sungai, serta pemberian teguran tertulis kepada 

perusahaan. Sedangkan aspek pemulihan dijalankan melalui pelaporan kualitas 

lingkungan lewat program IKLH, meskipun belum disertai tindakan teknis seperti 

remediasi atau rehabilitasi. Secara keseluruhan, pengendalian telah berjalan secara 

prosedural, namun efektivitasnya masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan 

kapasitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat guna mendukung pengelolaan 

lingkungan yang berkelanjutan. 
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B. Saran  

1. DLH Kabupaten Minahasa Selatan 

       Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan perlu mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, meningkatkan transparansi hasil 

pemantauan, serta memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih memadai dari 

pemerintah daerah untuk memastikan pengendalian pencemaran dapat berjalan 

efektif dan berkelanjutan. 

2. Pelaku Tambang atau PT. SEJ 

        PT SEJ sebagai pelaku utama perlu mematuhi aturan yang berlaku tentang 

pengendalian pencemaran lingkungan, melanjutkan tanggung jawab sosial 

perusahaan (bantuan sosial) yang berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat 

sekitar.  

3. Camat Motoling Timur 

       Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan 

diharapkan lebih proaktif dalam koordinasi lintas sektor, khususnya antara 

masyarakat, pelaku tambang, dan Dinas Lingkungan Hidup.  
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